» KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN K'EHl'JTAN"Al?UN(-‘AV
" DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKU Al

JAKARTA

'PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN

KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR : R 1/ psice [Set/ kuM.{ (2] 2016
TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'DIREKTUR JEN DERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
Per:aturari Menteri Lingkungan Hidup dan _Kehutanan
Nomor P.32/Men‘1hk-SetJTen/2015 tenténg Hutan Hak,
perlu meneiapkan Peraturan Direktur = Jenderal
Perhutanah Sosial dan Kémitraan Lingkungan tentang

Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
ansefvasi S_ufnber Daya Alam Hayati - dan
Ekosistemnya (Lémbaran Negara Republik Indonesia
Tah_un 1990 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419)

b

2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Repﬁblik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 ‘Tahun
2004 (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412)

>



D

. 'Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perhndungan dan Pengelolaan ngkungan Hldup

- (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2009

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5059); \

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

'Indonema Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan.

10.

Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587)

'Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang |

_Rencana Tata Ruang Wllayah Nasmnal (Lembaran

Negara Republik Indones1a Tahun 2008 Nomor 48;

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 4833)

Peraturan Pres1den Nomor 24 Tahun 2010 tentang

‘ Kedudukan ’I‘ugas dan Fungs1 Kementenan Negara‘

serta Susunan Organ1sas1 ’I‘ugas dan Fung31 Eselon‘
I Kementerian Negara sebagalmana ‘telah beberapa
kali dlubah terakhir dengan Peraturan Premden
Nomor 135 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014
tentang Pernbentukan _ Kementenan dan
Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014 20 19 o
Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang'
Penataan Tugas dan Fungs1 Kabmet Kexja

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Llngkungan Hidup dan Kehutanan _
Peraturan Menterl ngkungan Hldup dan Kehutanan’
Nomor P.18/ Menlhk L 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerlan ngkungan Hldup dan
Kehutanan
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11. Peraturan Menteri Llngkungan H1dup dan Kehutanan

Nomor P 32 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan
Hak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN'

SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG TATA
CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI HUTAN HAK ' :

BAB I
'KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

i Dalam Peraturan 1n1 yang dlmaksud dengan:

i

L

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang d1beban1 hak atas
tanah. ‘

. Hutan perseorangan / badan hukum adalah hutan yang berada pada tanah'
" yang d1beban1 hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum

. Adat.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang t1dak dibebani

.hak atas tanah.

Pemohon hutan hak adalah Masyarakat Hukum Adat perseorangan secara ’

sendiri- send1r1 maupun bersama sama dalam kelompok atau badan hukum '

yang mem111k1 hak untuk mengurus hutan hak.

Vahdas1 adalah penelahaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan |
" _Venﬁka81 adalah penelaahan admlnlstra81 dan teknis terhadap pemohon

' dan Hutan Hak d1 lapangan

. Hutan hak yang dlmohon adalah kawasan hutan atau lahan berhutan di

luar kawasan hutan yang dimohonkan sebagai hutan hak
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9. '_Hak atas tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam peraturan
o perundang undangan

10. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun
- temurun bermuk1m d1 wilayah geografis tertentu karena adanya 1katan
' ﬁvpada asal usul leluhur adanya hubungan yang kuat dengan hngkungan

h1dup, serta adanya 31stem n11a1 yang menentukan pranata ekonom1
politik, sosial, dan hukum.

- 11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
-12. Menteri adalah menteri yang rnenyelenggarakan urusan pemenntahan di
' bldang hngkungan hidup dan kehutanan

- 13. Direktur Jenderal adalah D1rektur Jenderal yang memb1dang1 Perhutanan
) Sos1al dan Kemitraan Lingkungan.

14. Dlrektur adalah Direktur yang membidangi ‘Penanganan Konflik, Tenunal
“dan Hutan Adat.

15. Pemenntah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang rnemlmpm pelaksanaan urusan pemermtahan
, yang menjadi kewenangan daerah otonom :
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dlsmgkat UPT adalah Unit
Pelaksana Tekms yang membxdangx Perhutanan Sosial dan Kemltraan

Lingkungan atau UPI‘ yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk
menangani perhutanan sosial.

‘17. Kelompok KCIja Percepatan Perhutanan Sosial selanjutnya disebut Pokja

PPS adalah kelompok kerja yang menangani percepatan penyelenggaraan '
perhutanan sosial.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1)-Peraturan ini dlmaksudkan untuk memberikan panduan tata cara

pelaksanaan venﬁka51 dan validasi hutan hak secara transparan,

partlslpauf akuntabel dan tidak d1skr1m1nat1f dengan membenkan
kesempatan yang sama bag1 lak1 laki dan perempuan. '



-5-

(2) Venﬁkam dan vahdam hutan hak bertujuan agar pemangku hutan hak
mendapat kepastlan prosedur dalam pengakuan hutan hak.

(3) Ruang llngkup pedoman verifikasi dan vahda31 huta.n hak meliputi:

Coa. pengajuan permohonan hutan hak
b Vahda31 dokumen permohonan hutan hak; dan

. Verlﬁkas1 pemohon dan calon Hutan Hak.

BAB II
PENGAJUAN PERMOHONAN HUTAN HAK

Pasal 3
Permohonan hutan hak d1aJukan oleh :

a. orang perseorangan | _ _—

b badan hukum berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat
setempat dan/ atau | AT

C. masyarakat hukum adat.

| | | Pasal 4

(1) Pemohon sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3 dlajuktan kepada Menten _
d11engkap1 dokumen permohonan hutan hak dengan fomnuhr sebagalmana
~tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tldak terplsahkan dar1 |
Peraturan 1n1 | .

(2) Dalam mengajukan ‘permohonan sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1),
i pemohon dapat d1fas1htas1 oleh UPT, Kesatuan Pengcldlaan Hutan (KPH),
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutam Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan 8031a1 setempat (Pokja PPS),‘ perguruan t1ngg1

setempat, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) setem,p
(3) Fasilitasi 'sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllakukan antara lain untuk
pembuatan peta sebagai lampiran permohonan hutan hak kepada Mcnten
' Pasal 5

( 1) Dokumen permohonan hutan hak sebagalmana d1maksud dalam Pasal 4
ayat (1) terd1r1 atas:

- a. data pemohon

b data hutan hak yang dlmohon dalam bentuk numenk dan spasml
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: c surat pernyataan dari pemohon untuk menetapkan tanahnya atau
Wllayah adatnya sebaga1 hutan hak. v .

(2) Data pemohon sebagaimana dimaksud _pada ayat (1) huruf a untuk

-perorangan dan badan hukum terdiri atas
a.. nama. pemohon

b. | nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

c alamat pemohon dan/ atau

d. nomor akte pend1r1an dan perubahan khusus untuk badan hukum

(3) Data pemohon hak sebaga_lmana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
Masyarakat Hukum Adat terd1r1 atas:

L ‘a. nama Masyarakat Hukum Adat;

 b. nama ketua atau pemimpin Masyarakat Hukum Adat;
S alamat dOII'llSlll Masyarakat Hukum Adat

d. peraturan daerah mengenal pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau
| produk hukum daerah lain jika berada di luar kawasan hutan; dan
e. profil Masyarakat Hukum Adat yang memuat seJarah s11s1lah adat

. hukum adat sosial, ekonomi dan budaya.

(4) Data hutan hak yang dimohon 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
‘ terdiri atas: ’
a. letak dan luas hutan hak yang dimohon;
b. batas batas hutan hak yang dimohon;
c. bukt1 hak atas tanah; dan
d. peta lokasi hutan hak yang dimohon.
(5) Peta lokasi hutan hak yang dimohon sebagalmana dlmaksud pada ayat (4)
humf d harus memenuhi ketentuan: _
- a. peta dasar dengan skala. 1:50.000 atau d1sesua1kan dengan luasan hutan
' hak yang dimohon menggunakan sistem koordinat peta geografis
b isi peta pallng sedikit memuat batas yang d1mohon hutan hak
c untuk permohonan hutan hak perseorangan/badan hukum peta
d1tandatangan1 oleh pemohon dan d1ketahu1 oleh kepala desa, camat,
kepala d1nas prov1ns1 dan /atau kabupaten /kota yang memb1dang1
urusan pertanahan, hngkungan hidup dan/ atau kehutanan;
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d untuk permohonan hutan adat dalam satu kabupaten /kota, peta wﬂayah
‘ adat harus d1tandatangan1 oleh bupati/walikota atau pejabat yang
| dltunJuk oleh bupatl/ walikota; dan
- untuk permohonan hutan addt llntas kabupaten/ kota peta wﬂayah adat
| harus dltandatangam oleh gubernur atau pejabat yang d1tunJuk oleh
-gubernur dan

f: untuk permohonan hutan adat hntas provinsi, peta wilayah adat
d1fas111ta31 oleh Direktur Jenderal ‘ -

BAB III
VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

, Pasal 6 ,
: -(1) Bcrdasarkan permohonan sebagaumana dlmaksud dalam Pasal 5 D1rektur
| atas nama Dlrektur Jenderal melakukan validasi.

(2) Validasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan terhadap
kelengkapan dokumen permohonan hutan hak dengan forrnat sebagalmana
tercantum dalam Lamplran II yang merupakan bag1an t1dak terplsahkan
dar1 Peraturan ini, :

(3) Validasi sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) dllakukan pahng lama 3 (tlga)

| han kerja seJak dokumen permohonan d1ter1ma

T Pasal 7
(1) Dalam hal vahda31 sebaga1mana dlmaksud pada Pasal 6 ayat (2) memenuhl_
persyaratan D1rektur melakukan verifikasi lapangan
; (2) Dalam hal vahdas1 sebagalmana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) _tidak
memenuh1 persyaratan D1rektur ‘dalam ‘waktu 3 (tlga) han mengembahkan
‘permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(3) Untuk melengkap1 permohonan sebagaimana d1maksud pada ayat (2),
pemohon dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

(4) Permohonan yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
. diajukan kembali kepada Menteri.
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BAB IV
VERIFIKASI PEMOHON DAN HUTAN HAK

S Pasal 8
-_.(l').Vcriﬁl_{asivs_e:bagaimana dimaksud dalam Pgsal 7 ayat (1) dil‘aksanakaq oleh
' Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktus. | |
- (2) Tim _Vem'ﬁkasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
| a. _I?irekto_rat Jenderal;

. b, Direkto_'rét | Jenderal Planologi  Kehutanan dan Tata Lingkungan
| Kemen;erian Lingkungan Hidup dan Kehuta;_ian;
. Skéfuaﬁ o Kerja Perangkat Daerah (SKPD) _ Pemerintah

P&_‘OVith /Kabupaten /Kota yang membidangi‘ Kehutana'n;

d. UPT; dan/atau
e. Pokja PPS/ LSM | -
- (3) ’I-‘irn\ Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh unsur
| Direkt_ora_t Jenderal. |
| _ , Pasal 9
T1m Vcriﬁkasi .:melaksanakan tugas di lapangan untuk memastikan:
a. kebc_rad_aan dan keabsahan pemohon maupun dokumen.perm'ohon‘an; .
| b. keberadaan‘dan keabsahaﬂ hutan hak yang dimohon; ‘ |
¢. _‘kféndisiv tu_tupan lahan; dan

- d. keberadaan hutan adat di dalam tata ruang provinsi dan kéb/ kota. -

Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pertemuan

langsung dengan plhak pemohon

dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutanilainnya. | _ -
’ L Pasal 11

 Verifikasi keberadaan dan keabsahan objek hak sebagaimana dimaksud dalam

Rggél 9 huruf b dllakukan dengan cara:

_ an/atau peta pengelola hutan atayu peta pemegang izin pemanfaatan

hutan dengan menggunakan program Sistem Informasi Geografis (SIG); dan



| | . Pasal 12

| Vériﬁkéysi. lgqndisi 'tutl.i-pgln lahan ,scbﬁggéima—lﬂéhdi_‘maksud dalam Pasal".?r_._:huruf c .
dllakukandengan mehhat seqai'a visual areal: -

1 -:;'.mberhl.;_tan;vétau‘ :
b, tldak ‘Berhuta;ln

o a. i'c_ienfit_aS pemohon;
1, iétak dan lués:iuutan hak;
S keabsahan pemohon dan hutan hak yang dimohon;
d. kondisi tutupan lahan; dan

difanda;angahi oleh ketua ’I‘-jrh dan disetujui oleh pihak pemohon. v
4) Bérifa Acara bsebagalimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan képada
_ Diréktgr Jerfderalv. | _ | _ |
(5) Vgﬂr_iﬁkka‘s_i_:dilaksanakar{ paling lama 7 (tujuh) har1 kerja sejak terbitnya '_s_urai
| périn_tah tugas bagi Ti'mAVe’riﬁkasi.
| ' Pasal 14 _

(1) Berdasafkan Berita Acara sebagaifnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),

2 ﬁirektur ;}éndefal dalam wakty 5 (lima) hari kerja melapor képada Menteri;
(2) D.ire.k'tul% Jendéral untuk étas nama:Menteri, menetapkan hutan hak sesuaj
o dengén fungSinya._ v | | ‘
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~ BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa} 16

Pq@tﬁrag Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

I?i}gta pkan di J akarta

el
P it

1. Ir. Hadi Daryan_to,iDEA
NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturar_; Dirjen ini disampaikar} kepada Yth:
Menteri _Lingku_ngan Hidup dan Kehutanan,

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

S
@' P’airav :Dircktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan

“

Ke’mitra‘gn Lingkungan;
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LAMPIRANT |
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN

 LINGKUNGAN

NOMOR P-4/ ®sul /%4 / vun .\ / 2/ 2010
TANGGAL  : I Rbryus 20t

fFORMULIR PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Subjek Hutan Hak (Data Pemohon)
Untuk pemohon perorangan/badan hukum
- 1. Nama :
2. Nomor KTP »
~ (Copy terlampir)
3. Alamat lengkap SRR e i SRR a8 4N Sy g s e B
4. Nomor telepon : -
)

..................................................................

...................................................................

..................................................................

- Nomor akte pendirian dan iaerubahan (khusus untuk badan hukum)

.................................

Nama MHA
Nama ketua Adat
Alamat_ SOMUSHIMEA, . Moo hrspivnstiemmimieneosions o e

Status pengakuan MHA/: Perda/SK Bupati *) No. ............ tanggal
tentang ............. ”

(Copy terlampir) . ’
S. Nama Ko_munita‘sﬁatau lembaga sekitar yang berbatasan keberadaan MHA:

...............................................................

- Khusus untuk pemohon .Maéyarakat Hukum Adat (MHA) / Kuasa

...................................................................

...................................................................

A WN -

.............................................................
.............................................................
R Ll D T S R PR

..............................................................

6. Profil MHA meliputi: Sejarah, Sosial, Ekon
arifan lokal (uraikan Secara singkat atau dapat»vdila_mpirkan)j

...................................................................................................................

P ING Bt e st T S A

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Data Objek Hutan Hak
1. Letak dan luas
- & Kampung/Dusun

.................................................................

gl o L (L A I
c. Kecamatan B T O, S S
~d. Kabupaten : R T O R
e. DAS ' o e SRR s e L .
f. Luas ' -JPPPERR Y. N ha

2. Batas-batas . ‘
a. Sebelah Utara

................................................................

nomi dan Budaya Masyarakat Hukum



. Sebelah SelStan 1 ... Lot ety s e
' c. Sebelah Timur -

d. Sebelah Barat L LT P S R
- Bukti Penguasaan Tanah: ;

................................................................

- Status Kawasan : Kawasan hutan negara/Areal Penggunaan Lain i
Kondisi fisik B
. Tutupan lahan
Ketinggian L _
Kelerengan - cKkisaran ... % : :
Topografi dominan : datar/ bergelombang/berbukit /curam *)
Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) : ... m
Jenis pohon dominan :

1..-loqct-o--.v-o-.u.ol-"n-oco.occ-o.ooolovoo-ccoo--o -----------

- R .

................................................................

mmopop

...................................................................
..................................................................
...................................................................

M

.................................

~ h. Jenis satwa liar (kalau ada)

- 1. Pemukiman, Fasum, fasos R

6. Fungsi objek hutan hak yang diinginkan: Hutan Konservasi/Hutan
Produksi/Hutan Lindung * ‘ o

7. Peta iokasi obj
dilampirkan)

.........................

i

ek hutan hak: (apabila tidak muat pdda kolom ihi, peta dapat -

8. Produk hukum daerah pengakuan Wilayah Adat atau Hutan Adat (Khusus untuk
‘permohonan hutan adat) T

- - Bentuk produk hukum daerah: Perda/SK Bupati/SK Gubernur *).
- -Nomor

~ -Tanggal ... .

.........................................................

B N
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LAMPIRAN 2

- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN ' ’
NOMOR . P.1 /s 7Se /M

o A2/ 20
TANGGAL : g Foruar 2o

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ... e b dieag tanggal ..................... ‘Bulan ................... Tahun
. ensf gdmamman bev S ., saya yang bertanda tangan di bawah ini; '
Nama . .. B T L RS NI

P T . SN _

g O N :

CSABRLAD Ll et (khusus pemohon badan

hukum dan MHA) .

e : Menyatakan : :
bahwa wilayah adat / hutan adat/ tanah yang kami kuasai yang terletak di:
Kampung/ Dusun - '
~ Desa :
. Kecamatan
Kabupaten e S A
© Luas - - ..... ha

| adalah benar-benar bwilayah adat/hutan adat/tanah *) kami, dan bersedia
ditetapkan sebagai hutan hak dengan fungsi: Lindung/ Konservasi/ Produksi. "

....................................................................
....................................................................

....................................................................

.........................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan

sebenar-benérnya : ﬁntuk
dip_crgunakan sebagaimana mestinya. ’

Pemohon:
Materai Rp 6, 000, -

( ............................................ ) .

(nama/ tanda tangan)

Menge_tahui (untuk masyarakat hukum adat):

s e e Snns it (nama) e, (tanda tangan)
~ RN PYTS TSR (nama) T (tanda tangan)
K T S (nama) T (tanda tangan)
g e S T (nama) T (tanda tangan)
- P R A fmama) (tanda tangan)

% pilih salah saty

EKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

<

S
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LAMPIRAN 3

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN '

- NOMOR

TANGGAL  : 1% Rbruar; o

P 1 /9L /Sqe/mu | /24 20k,

: FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Pemohon

Nama Pemohon :

....................................................................

o A ST P I i S
M v ST DU ORI S
-- Jabatan I o D T ORI
L (khusus badan hukum dan MHA
- Nama MHA R e 8 s RS Sy e RS e
(khusus MHA)
'B. Letak dan Luas Hutan Hak
- Desa/ Rampung: ...
i BT P B o
B vk TR SR i A
- Propinsi PROSEHELL s reensa s b st L b ses s beaaiamys s aeEeSEeb e b o
1o o o
- Luas D e dmeema ha
- B. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Hak (Pemohon)
1. Data subjek hutan hak : g ada o tidak o diisi lengkap o
- tidak lengkap
- 2. Copy KTP Pemohon !0 ada - O tidak 0 masih berlaku
o kadaluarsa
3. Copy akte perusahaan: 0 ada 0o tidak o valid o tidak valid
4. Status pengakuan (khusus MHA) » Odiakui o tidak
- 5. Copy Perda/SK Bupati Pengakuan MHA !0 ada o tidak ada
- C. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Hak
- 1. Data objek hutan hak  :pada o tidak o diisi lengkap o tidak
" lengkap _ '
2. Copy bukti kepemilikan : o ada O tidak ada
3. Copy Perda/SK Bupati wilayah adat/hutan adat (khusus MHA): o ada
- o tidak ada
- 4. Peta hutan hak (hard copy): oada o tidak
- 5. Peta hutan adat ditandatangani oleh Kepala Daerah: oya o tidak

D. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian :
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- E. Kesinipulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Hak : O
' 0 Dokumen  permohonan hutan hak dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi
- dan validasi.

i Dokumen- permohonan hutan hak dikembalikan untuk dilengkapi.

Mengetahui; PR SRETEY, 200....

..................................

Petugas Penilai-

.............................

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

HADI DARYANTO
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- LAMPIRAN 4 |

‘ PERA-TU-RANDiREKTUR JENDERAL,PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN -
- NOMOR - - : P-f /KL /94 / M. ( /2. /206

- TANGGAL = : |y Fbrvatt 2016
. | BERITA ACARA

VERIFIKASI HUTAN HAK
~Pada “hari  ini risvsserenatessunnriins tanggal ... Bulan ... Tahun
(s, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: :
No. ' | Nama /NIP » Instansi _ Jabatan dalam Tim
| - Berdasarkan ............................. — Nomor: .....cccoveiiii tanggal ............. , telah
melakukan verifikasi hutan hak/adat selama ...... hari terhitung mulai tanggal .............. s.d
R L B 200..., atas nama pemohon:
Nama Dt e e et os oo
No KTP: it LT T R S
- Alamat < L TRT TSRO SN v
.Jabatan . : ... TR T L (khusus pemohon badan hukum dan MHA)
Nama MHA L IO RN (khusus pemohon MHA)

"Dengan hasil sebagai berikut : v » o v
1." Bahwa.subjek dan objek hutan hak memenuhi Syarat sesuai peraturan yang berlaku,
_ sebagaimana hasil verifikasi terlampir : ' :

-2. Bahwa hutan hak yang dimohonkan yang terletak di:
- Kampung/dusun : .
Desa
- Kecamatan
Kabupslen: 6 e et
. Luas S P, ha
dengan batas-batas:
~ sebelah utara
sebelah selatan
. sebelah timur
kvl WRSPITILR L P N S o
~sebagaimana peta terlampir adalah benar milik atau dikuasai pemohon

3. Bahwa hutan hak yang dimohonkan terletak dj luar kawasan hutan seluas ha
~ dan di dalam kawasan hutan seluas ....................... ha. » i '

4. K'ondisi»tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *) .
S. hutan hak tersebut direkomdasikan untuk diubah status dari hutan Negara menjadi

hutan hak dan tetap dimasukan dalam kawasan hutan sesuaj dengan peraturan-
' perundang-undangan yang berlaku, -

....................................................................
....................................................................

....................................................................

....................................................................
....................................................................

....................................................................

Demikian Berita Acara inj dibuat dengan sebenar-

_ benarnya untuk di'pergunakan
_sebagaimana mestinya. : : : v

Menyetujui; Ketua Tim Verifikasi
Pemohon '
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LAMPIRAN 5

‘NOMOR

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Pt el (/o o s

TANGGAL  : |9 fprpinry 200 .

 FORMULIR VERIFIKASI HUTAN HAK

. Data Pemohon

II. Le

Nama Pemohon :
No KTP ‘
Alamat

Jabatan

.....................................................................
B U S
.....................................................................

....................................................................

.(khusus badan hukum dan MHA)

2 ammaleaisvie s eleniaieinie aleiini e e e s dieere 0 e bld b &

Nama MHA

..............................

tak dan Luas Hutan Hak
. Desa :

....................................................................
i 17 R R S
.....................................................................
STHTRSSS SRS MR SR e e e e U e § s 0S5 e s

....................................................................

- III. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Hak Perseorangan/ Badan

L

Hukum, sebagai berikut:

Terdapat hak atas tanah, yang dimiliki oleh perseorangan /badan

hukum/masyarakat hukum adat yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen

tertulis atau bukti-bukti tidak tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan

p’eru_nda.‘ng—undangan ¢

o ada - O tidak o valid o tidak valid
- 2. Terdapat tanah yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan :
 oada : o tidak o valid o tidak valid
3. Sur ' '

tané.-hnya sebagai hutan hak :
o ada o tidak o valid o tidak valid

-IV. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Adat

1

Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh
Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah : :

o ada . O tidak o valid ‘ o tidak valid
2. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan :
" oada o tidak o valid o tidak valid
3

- Surat pernyataan dari ketua adat untuk menetapkan tanahnya sebagai hutan
- hak :

oada o tidak o valid o tidak valid
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V. C‘atatan-Catatan:

VL Kesir_npu_lan hasil verifikasi : o valid o tidak
Mengetahui:
Pemohon,
s tgsmennnis st am s bt adoresn s v.)

L ;..'._ ...... e R gl (nama) S (tanda tangan)
N 2 ......... (nama) T SN ‘(tan‘dd;tangan) '
3, , .......... N (nama) (tanda tangan)
4 i S PN (nama) T (tanda tangan)
S. e, TS (namfy) (tanda tangan)

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN HEMITRAAN LINGKUNGAN

Dr.fr. Ing. Hadi Daryants;
NIP. 19571020 108203 1 002



